
GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN DUKUNGAN PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

: a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya 
pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan 
untuk meningkatka n sinergitas pengawasan serta 
peningkatan level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) sesuai dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Nasional 2014-2019, telah 
dialokasikan bantuan keuangan untuk dukungan 
pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Barat; 

b. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan 
bantuan keuangan, serta tertib administrasi pemberian 
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Gubernur Jawa Ba ra t tentang Bantuan Keuangan 
Dukungan Pengawasan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia ta nggal 4 Juli 1950) jo. Unda ng-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana tela h 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Ta hun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4010); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara N egara yang Bersih da n Be bas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keu angan 
Negara (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta m bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tamba h an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaha n Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

10. Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga n Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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11. Peratura n Daerah Provinsi J awa Barat Nomor 10 Tahun 
2008 t entan g Urusan Pem erinta h a n Provinsi J awa Barat 
(Lemba ra n Daer ah Provinsi J awa Barat Tahun 2008 
Nomor 9 Seri D, Ta m ba h an Lemba ran Daerah Provinsi 
J awa Ba rat Nom or 46); 

12 . Peraturan Daerah Provinsi J awa Ba rat Nomor 12 Tahun 
2008 ten tang Pokok-pokok Pen gelolaan Keu a n gan Daer a h 
(Lemba ra n Daera h Provin s i J awa Barat Tahun 2 008 
Nomor 11 Seri E, Ta m bah a n Lem b aran Daerah Provin si 
Jawa Barat Nomor 4 8) ; 

13. Pera turan Gubernur Jawa Barat Nom or 108 Tahun 2009 
ten tan g Sistem dan Prosedu r Pen gelolaan Keu an gan 
Daerah Provinsi J awa Barat (Berita Daera h Provins i J awa 
Ba ra t Tahun 2009 Nomor 108 Ser i E) sebagaimana tela h 
diubah beberapa ka li , terakh ir dengan Pera turan 
Gubern u r J a wa Ba rat Nomor 13 Tah un 2014 tentan g 
Peruba h a n Ketiga a tas Peratura n Gubernur Jawa Barat 
Nomor 108 Tah un 2009 ten ta n g Sis tem dan Prosedur 
Pengelolaan Keu a n gan Daerah Provinsi J awa Barat (Berita 
Daerah Provinsi J awa Ba ra t Tahun 2014 Nom or13 Seri E); 

14. Pera tu ran Gubernur J awa Barat Nomor 95 Ta hun 2015 
tentan g Pedoman Pem ber ia n Bantuan Keu angan Kepada 
Ka bupaten/Kota da n Desa (Berita Daerah Provinsi J awa 
Ba ra t Ta hun 2015 Nomor 95 Seri E); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
DUKUNGAN PENGAWASAN KEPADA DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Definisi 

Pasal 1 

Da lam Peratur an Gu ber nur ini, yan g d imaksud dengan : 

1. Da era h Provinsi ada la h Daera h Provinsi Jawa Barat. 
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2. Pemerintah Daera h Provinsi adalah Gubernur sebagai 
unsur penyelen ggara Pemer intahan Daerah yan g 
memimpin pelaksa n aan urusan pemcrintahan yang 
m enjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adala h Gubernur J awa Barat. 

4. Pemerinta h Daera h Kabupaten/Kota a dalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota d i Daerah Provinsi J awa Bara t. 

5 . Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kola eli Daerah 
Provins i J awa Ba rat. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daera h di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi. 

7 . Ins pektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi J awa 
Barat. 

8. Inspektur adala h Inspektur Provinsi Jawa Barat. 

9. Inspektorat Kabupaten / Kota a da la h Inspektorat d i 
lingkungan Pem erintah Daerah Kabupaten/Kola. 

10. Biro Administrasi Pembanguna n adala h Biro Administrasi 
Pemban gunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

11. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keu angan yang 
ber sifa t umum da n khusu s kepada Pemerin tah Daerah 
Ka bupaten / Kota, Pemerintah Desa, dan kepada 
pem erinta h daera h la innya dalam rangka pemerataan 
dan/ a tau peningkatan kemampuan keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik. 

12 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 
d a n Bela nja Daera h Provinsi J awa Barat. 

Bagia n Kedua 

Mak sud dan Tujuan 

Pasal 2 

Maksud pemberian bantuan keuangan dukungan 
pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupalen/Kota 
adalah: 

a. dala m r a n gka mewujudkan pengawasan alas pclaksan aan 
progra m/kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada Daerah 
Kabupaten/Kota; dan 

b. m eningkatka n wawasan dalam rangka pcningkata n level 
kapabilitas Inspektorat Kabupaten/Kota menuju level 3 
(tiga) pa da tahun 2019 secara terpadu, terkoordinasi, dan 
terin tegrasi. 

Pasal 3 

Tujuan da ri pemberian ban tuan dukungan pengawasan 
kepada Pem erintah Daerah Kabupaten/Kota adalah: 
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a . mewujudkan penyelenggaraaan sistem koordinasi 
pengawasan tingkat Daerah Provinsi; 

b. mewujudkan penyelenggaraan pengawasan intern Daerah 
KabupatenjKota oleh Inspektorat Kabupaten/Kota; 

c. m ewujudkan peningkatan wawasan dan level ka pabilitas; 
dan 

d. pengawasan dilakuka n d engan cara p emeriksaan, 
monitoring dan evaluasi setela h berkoordinasi dengan 
Inspektorat Provinsi. 

BAB II 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 4 

(1) Penggunaan ba ntuan keuangan untuk dukungan 
pengawasan merupakan biaya operasional pengawasan, 
t indak lanjut hasil p engawasan , dan koordinasi ke pusat 
guna peningkatan level kapabilitas Aparat Pemeriksa 
Intern Pemerintah. 

(2) Pembiayaan operasiona l sebagaima n a dima ksud pacta ayat 
(1), dilaksan aka n pada kelompok kegiatan belanja 
langsung yang terdiri atas : 

a . belanja pegawai; dan 

b. belanja b a ra ng dan jasa. 

(3) Penggunaan bantuan keuangan dukungan pengawasan 
sebagaim a na dimaksud pacta ayat (1), 6dak digunakan 
untuk m enda na i perjalanan dinas ke luar negeri. 

BAB III 

PENGELOLA DANA BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 5 

( 1) Pengelola dana 
pengawasan 
Kabupaten/ Kota. 

bantuan keuanga n untuk du kungan 
dilaksanaka n oleh I nspektorat 

(2) Pelaksanaa n pen gelolaan dana bantuan keuangan 
dukungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BABIV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 6 

Bu pati/Wali Kota bertanggungjawab atas penggunaan 
Bantua n Keuangan yang diterima. 
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BABV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 

Pasal 7 

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemberian 
bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan 
dila ksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bupati/Wali Kota penerima bantuan keuangan wajib 
m elaksanakan pem binaan dan pengendalian terha dap 
penggunaan bantua n keuangan u n tuk dukungan 
pengawasan DaerahKabupaten jKota di wilayah nya; dan 

b. Pengawasan atas penggunaan bantuan keu a ngan 
dukungan pen gawasa n kepada Daera h Kabupaten/Kota 
d ila ksan akan oleh In spektorat Provinsi. 

BAB VI 

PELAPORAN 

Pasal 8 

(1) Pelaporan mengenai penggunaan da n a bantu an keuangan 
untuk dukungan pengawasan d ila kuka n oleh Bupati/ Wali 
Kota selaku pen erima bantuan keua ngan kepada 
Gubernur melalui Inspektur, dengan tembusan kepada 
Biro Administrasi Pem bangunan . 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), pa ling 
kura n g meliputi: 

a . surat pen gantar yang diLujukan kepada Gubernur 
yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan 
dibubuhi cap; dan 

b. laporan penerimaan dan penggunaan 
keu a n gan yan g tandatangani serta dibubuhi 
Kepa la perangkat daerah ter kait d i 
KabupatenjKota. 

Pasal 9 

bantuan 
cap oleh 

Daerah 

Inspektorat KabupatenjKota m enyampaikan laporan hasil 
pen gawasan atas pelaksanaan program j kegiatan yang 
dibiayai oleh APBD kepada Gubernur melalu i Tnspektorat 
Provins i. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Hal-ha l yang belum cukup diatur dalam PeraLuran Gubernur 
m 1 sepanJang teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh 
Inspektur. 
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Pasal 11 

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi. 

Ditetapkan di Bandung 
13 Januari 2016 

AWABARAT 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI :1 

Ditetapkan di Bandung         
        pada tanggal 13 Januari 2016  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

     AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2016 

       SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

ttd 

IWA KARNIWA 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E. 

   DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM 

Dr.Ir.H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc. 
      Pembina Utama Muda 

 NIP. 19670421 199203 1 013 


